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Abstrak

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Abdi Negara yang tunduk pada peraturan pemerintah,
dimana salah satu peraturan yang mengikat adalah peraturan dalam hal perkawinan. Salah satunya
adalah ketika seorang PNS perempuan dilarang menjadi istri alua dan jika terbukti maka akan
dikenakan sanksi berupa pemecatan secaridak hormat. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengetahui apakah pelarangan perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi istri kedua dan
seterusnya bertentangar@engan Hukum Islam. Permasalahan dari jurnal ini adalah apakah
pelarangan perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mmdi istri kedua dan seterusnya
bertentangan dengan Hukum Islam? Karena meski di dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang ljin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan larangan menjamstri kedua bagi
PNS perempuan tetapi di dalam Hukum Islam tidak terdapat larangan tersebut.@emde penelitian
yang dipakai dalam jurnal penelitian ini adalah metode penelitian normative dan jenis bahan hukum
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan juga sekunder.

Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Perkawinan, Istri

Abstract

Civil Servants (PNS) are state servants who are subject fo government regulations, where one of the binding
regulations is the regulation in the case of marria ne of them is when a female civil servant is prohibited
mn becoming a second wife and if proven, she will be subject to sanctions in the form of dishonorable dismissal.
The purpose of this study was to determine whether the prohibition of female Civil Servants (PNS) from
becoming second wives and so on is against Islamic law. The problem with this journal is whether the
prohibition of female CmSerzrmrts (PNS) from becoming second wives and so on is against Islamic Im?
Because even though in PP No. 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, it is
stated that it is prohibited@x)come a second wife for female civil servants, but in Islamic law there is no such
prohibition. The research method used in this research journal is normative research method and the type of
legal material used is primary and secondary legal material.

Keywords : Civil Servants, Marriage, Wife

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki julukan sebagai negara yang Berkedaulatan Hukum,
pernyataan tersebut terdapat sesuai dengan apa yang ada didalam Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945. Konsep yang ada didalam negara hukum mengantarkan negara Indonesia
untuk jadi negara yang Berkedaulatan Hukum yang terkini yang berkembang tinggi sampai
saat ini. landasan nasional yang akan dituju oleh Negara Indonesia terdapat pada awalan
UUD 1945 paragraf IV, yaitu mendirikan kcpcmctahan negara Indonesia dimana seluruh
bangsa Indonesia dilindungi dan segenap darah indonesia, kesejahteraan umum
termajukan, kehidupan bangsa tercerdaskan, mengikuti serta melaksanakan ketertiban




dimana ada pada dunia dengan dasar kemerdekaan, dan adil sosialnya. Pelaksanaan untuk
melakukan yang dituju itu, dapat dilalui dengan proses pembangunan memiliki kelanjutan,
memiliki tahap, dan berkesinambungan. Sehingga dampak atau hasil untuk pemerintah
kepada khalayak masyarakat dengan cara adil, dan merata dalam menjalankan tujuannya
tersebut.!

Hubungaan Aparat Negara dengan pemerintah menimbulkan dampak dalam Hukum
kepegawaian yang jalan pelaksaannya kepemerintahannya tergantung dengan apa yang
dilakukan dengan kemampuan kesempurnaan sebagai Pembantu Negara. Peranan dengan
kedudukan Aparatur Negara didalam kantor organisai pemerintahan sangatlah
menentukan, karena aparatur negara adalah penanggung jawab pemerintah dalam
melancarkan pembangunan utamanya. Pemberian layanan yang jujur, profesional, adil dan
merata, dengan ini dibutuhkan Tenaga Manusia atau (SDM), Sebagai Pembantu Pemerintah
yang memiliki kualitas dengan memiliki kejiwaan yang tinggi dengan tanggung jawabya
menjadi pegawai negeri sipil. Sebagai PNS memiliki peran yang penting itu dijadikan
tanggung jawab yang tinggi untuk setiap orang yang bersangkutan. Tidak semua penduduk
dapat menjadi dan duduk di posisi sebagai aparat negara, karena terdapat syarat untuk
menjadi aparatur negara dan apabila tidak memenuhi persyaratan yang sudah disahkan
oleh pemerintah yang terdapat dalam perundang-undangan.2

Salah satu persyaratan sebagai pegawai negegri sipil terdapat dalam PP No, 45 Tahun
90 yang membahas periijinan kawindan cerai untuk Aparat Negara, dimana dalam satu
pasal PP tersebut menyatakan jika aparatur negara perempuan tidak boleh menjadi istri
kedua, tiga, dan keempat. Persyaratan itupun berlaku sebagai syarat seorang akan diangkat
menjadi Calon Aparat Negara dan penerimaan Calon Aparat Negara. Dalam artian
perempuan sebagai istri kedua, tiga dan keempat tidak boleh mendaftarkan diri menjadi
Aparat Negara.

Di dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tedapat sanksi hukun disiplin pemberhentian tidak
hormat sebagai Aparat Negara apabila seorang perempuan menjadi istri kedua, tiga dan
keempat ada contoh kasus yang menimpa salah satu aparat negara di sidoarjo dimana
terdapat dua orang Aparat Negara diberhentikan dari jabatannya pada tahun 2010 dan
tahun 20113 Dalam kasus tersebut satu orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengajukan
banding namun peluang untuk dikabulkan sangat kecil karena sudah ada aturan yang
tertulis. Terdapat salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu pemecetan yang dilakukan
kepada PNS perempuan yang menjadi istri kedua dipecat secara tidak hormat.

Di dalam aturan Islam, seorang laki-laki yang memiliki istri melebihi seorang
(poligami) sebagai sesuatu hal yang diperbolehkan dengan ketentuan suami harus adil, dan
dalam Hukum Islam sendiri laki-laki boleh memperistri dibatasi tidak boleh lebih dari
empat orang. Terdapat beberapa ayat yang bisa diajukan landasa dalam beristri lebih yaitu
Q.s Annisya” ayat 23 dan 129. Namun dalam melakukan proses poligami dalam islam
haruslah terlebih dahulu didasari oleh tcrpcmalya keadilan antara pihak yang termasuk di
dalamnya. Beberapa firman Allah SWT yang menjelaﬁm bahwa manusia mempunyai hak
dalam persamaan dan kebebasan. Ayat ayat tersebut terdapat dalam Q.S Ali Imran (3) ayat

15ri Hartini dkk, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

2 Agushairi, kedudukan dan peran pns dalam nkri, diakses pada 13-06-2020 pukul 20.28.
3 Dua pns jadi istri kedua dipecat, regional kompas.com, diakses pada 13-06-2020 pukul 20.40.
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104, 110, serta 159, Q.S An-Nisa’ (4) ayat 58, 105, 107, dan 135, Q.S At-Thur (52) ayat 21, Q.S

Asy-Syura (42) ayat 10 dan 38, Q.S [mlhrim (66) ayat 10, Q.S Al-A'raf (10) ayat 185 dan 199.

Perihal Perkawinan didalam Pasa]d UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi dimana
pengadilan bisa mengeluarkan ijin ke seorang laki-laki yag bertujuan mempunyai istri
sampai dari satu dengan syarat kehendak dari pihak yang bersangkutan, namun dalam PP
No. 45 Tahun 1990 para perempuan yang berprofesi sebagai Aparat Negara dilarang untuk
menjadi istri kedua dengan aturan tcrs@t terdapat pada Pasal 4 yang terdapat pada Ayat
2. Lalu terdapat firmal Allah SWT yang menjelaskan ba.h manusia mempunyai hak dalam
pcrsamamdan kebebasan. Ayat ayat tersebut terdapat dalam Q.S Ali Imran ayat 104, 110,
dan 159, QS An-nisa’ ayat 58, 105, 107, dan 135, At-thur ; 21. Asy-Syura;10 dan 38, Attahrim;
10, Al-A'raf ;185 dan 199.

Hal itu menunjukan jika bentuk perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil
(PNS) perempuan masih rendah dan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan yang menjadi
istri kedua yang mana berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak sesuai dengan
Hukum Islam. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai apakah
pelarangan perempuan Aparatur negara untuk bisa menjadi istri kedua bertentangan
dengan Hukum Islam dengan judul Lzalgan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menjadi Istri
Kedua dan Seterusnya Dalam Perspektif Hukum Islam.

Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang telah diperinci diatas, maka dapat ditari atau
diidentifikasikan sebuah rumusan masalah, yaitu apakah pelarangan perempuan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi istri kedua dan seterusnya bertentangan dengan Hukum

[slam?

Metode Penelitian

Metode normatife, pendekatan perundang-undangan, pendekam konseptual dan
pendekatan histories adalah metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah jenis bahan
Hukum yang digunakan. Bahan huklmmri.mer meliputi perundang-undangan yang
memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi yang
berkaitan tentang hukum tetapi tidak berasal dari dokumen resmi meliputi karya ilmiah
yaitu jurnal dan tesis. Lalu, bahan hu tersier merupakan yang menunjuk dan
menjelaskan pada istilah yang ada pada bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan hukum dalam teknik pengumpulan data yang digunakan
merupakan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum primer dimana undang-undang
dikelompokan kemudian dikategorikan berdasarkan masalah penelitian dan teknik
pengumpulan bahan hukum sekunder melalui pengumpuan data bal hukum dan
membaca buku, jurnal, dokumen tasi resmi serta literature yang berkaitan dengan masalah
yang diangkat. Teknik analisi penulisan yang digunakan adalah teknik analisis normative

sifat preskriptif yang menelaah seluruh bahan hukum primer lalu dibandingkan dengan
bahan hukum sekunder yang bersifat umum yang berhubungan dengan masalah dan

menjelaskan suatu hal dan ditarik sebuah kesimpulan yang memicu lebih ke khusus . Lalu




dari sekian alur data tersebut, kemudian dianalisis dalam pembahasan dan merumuskan

sebagai sebuah data penunjang dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Pembahasan
Analisis Larangan Perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menjadi Istri Kedua, Ketiga,
Dan Seteruggya Dalam Perspektif Hukum Islam
A, Analisis Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990
Komponen aparat negara yang terdapat pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah
wajib menjadi contoh yang bagus untuk orang berperilaku, perlakuan dan ketaat pada
aturan undang-undang yang sedang berlaku, tergolong juga kehidupan rumah tangga.

Untuk menjalankan kewajibannya itu, seharusnya didalam kehidupan PNS dalam

menjalankan tugas tidak boleh terganggu oleh permasalahan didalam berkeluarga.

permaslahan ini bisa diperhatikan dengan dijatuhkan disiplin seperti pemecatan secara
tidak terhormat sebagai PNS yang tidak tentu dapat menyelesaikan sebuah masalah.

Berdasarkan ajaran Hukum yang berada didalam suatu pemikiran, dimana semakin

banyak dijatuhkan sanksi negatif untuk yang melanggar hukum menujjuk bahwa

wibawanya hukum turun, lalu tidak cocok untuk diberlakukan kepada masyarakat.

ada asas yang memiliki bertujuan untuk peraturan yang miliki sifat khusus memiliki
pengaruh yang positifs yang berartide ngan ini agar aturan itu menggapai tujuan
tersebut. Sehingga dapat berjalan dengan efektif, dimana terdapat asas yang ditujukan
kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah lex specialis drogat legi generalis yang memiliki
arti asas penafsiran hukum yang mana dinyatakan yaitu hukum yang memiliki sifat
khusus (lex spesialis), mc'lnyampingkzm hukum yang bersifat umum (lex generalis). Lex
spesialis is g ada pada Pasal 4 Ayat 2 didalam PP No. 45 Tahun 1990 yang mana
melarang PNS perempuan dijadikan sebagai istri yang kedua, ketiga, dan seterusnya.

Sedangkan lex generalis nya ada pada Pasal 3 Ayat 2 mengenai bab perkawinan yang

terdapat didalam UU No. 1 Tahun 1974.7
Aturan perundang-undang adalah suatu aturan yang memiliki kekuasaan hukum

mengikat dipelihara dan diikat oleh ahli hukum kenegaraan. Perundang-undang

memiliki dua arti, antara lain:

1. Perundang-undangan yang berarti materiil, merupakan semua putusan pemerintah
yang mana berisi tersebut adalah bersifat mengikat kepada setiap individu.

2. Perundnag-undangan vyang berarti formil, merupakan semua keputusan
pemerintahan adalah Undang-undang dikarenakan bentuk dan pembuatannya.
Aturan yang dirancang anggota DPR dan Presiden, agar menjalankan aturan UUD

45 dan ketetapan MPR, bersamaan bersama berlakunya aturan Undang-undang. diakui

suatu asas perundang-undangan:

1. Perundang-undangan tidak boleh berlaku mundur.

* Mura P. Hutagalung, 1985, Hukum Islam dalm Era Pembangunan, Jakarta: Ind. Hill-co, h.69.

d 138

b Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.

7 Ibid,.

8 Ulies Tiena Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, h. 22.

4




2. Perundang-undangan dimana disahkan oleh penguasa yang mana kedudukannya

lebih atas.
3. Perundnag-undangan yang memiliki sifat khusus umum dikesampingkan oleh yang

bersifat khusus.
4. Perundang-undangan yang lama dibatalkan meskipun memiliki aturan yang sama.
5. Perundang-undangan tidak bisa diganggu gugat. °

Presiden diberikan kekuasaan oleh UUD 1945 untuk bisa menetapkan PP dalam
melaksanakan Undang-undang sebagai mana mestinya, ada pada Pasal 5 Ayat 2 UUD
1945. Lain dari PP pusat, ada juga PP daerah juga. Aturan-aturan Pusat, terdapat
peraturan umum yang mana ditujukan untuk bisa menjalankan perundang-undangan,
dan diharpkan aturan perda yang aturannya dilarang bertentangan dengan peraturan
pemerintah pusat, dan apabila bertentangan dengan pemerintahan pusat, dengan ini
aturan perda tida berlaku atau batal demi hukum. 1°

PP bisa dirancang meski perundang-undangan yang berhubungan tidak
menyebutkan secara gamblang, asalkan PP itu untuk menjalankan perundang-undangan.
Dirancangnya PP agar bisa menjalankan aturan yang sudah dibentuk, meskipun didalam
aturan itu tidak secara eksplisit mengharuskan disahkan suatu PP yang memiliki sifat
tinggi kedudukannya kan mempunyai kedududkan pemberlakuan yang lebih tinggi.
aparat negara wajib taat terhadap kewajiban tertentu dalam hal akan melangsungkan ijab
kawin, menikahi perempuan dua atau lebih, dan memiliki niat untuk bercrai, sebab
aparat Pegawai Negeri Sipil. Aparat negara didalam menjalankan tugasnya, tidak boleh
terganggu oleh urusan pribadinya. yaitu urusan rumah tangga dalam berkeluarga.l!
Penulis berpendapat, Aparat Negara wajib melakukan contoh benar untuk khalayak
masyarakat didalam apapun termasuk menjalankan tugasnya sebagai abdi negara,
karena setiap orang harus taat pada pemerintah.

Yang menjadi dasar atas tcrbcntuknyUndang~u11da.ng perkawinan di Indonesia
adalah memuat pokok-pokok terbentuknya PP Nomor 45 Tahun 1990, antara lain:
1. Pasal5 Ayat 2 UUD 1945.

2. Pokok-pokok Perkawinan yang terkandung pada UU No. 1 Tahun 1974.
3. Pokok-pokok Kepegawaian yang ada pada UU l‘m 8 Tahun 1974

4. Pelaksanaan UU Perkawinan yang tertulis pada PP No. 9 Tahun 1975

5.

Wewenam Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian PNS yang diterangkan
didalam PP No. 30 Tahun 1980
&raturan Disiplin PNS terdapat pada PP No. 30 Tahun 1980
7. Izin Perkawinan Dan Perceraian Untuk Pegawai Negeri Sipil yang tertulis pada PP
No. 10 Tahun 1983 Tentang
Dari ketujuh inti untuk menjadikan dasar PP No. 45 @hun 1990 yang berhubungan
bersama Pasal 4 ayat 2 atas dilarangnya perempuan PNS menjadi istri kedua, ketiga, dan
seterusnya adalah inti keenam, karena berhubungan dengan disiplinnya seorang PNS.
Dimana apabila PNS perempuan melanggar akan diberhentikan secara tidak hormat.!?

9 Ibid., h. 23.

10 Ihid,.

" Undan-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkala, h. 152.
12 Ihid,.




Untuk menjunjung tinggi kedisiplinan PNS dalam menjalankan hubungan kawin dan
cerai, diperlukan ketetapan aturan yang berhubungan izin kawin dan cerai untuk PNS.
Pembahasan terkait pokok-pokok Kepegawaian Pasal 29 yang terkandung didalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, berbunyi agar melindungi ketertiban dan
kelancaran pelaksanaan tugas, diperlukan aturan kedisipilinan PNS. Agar menjamin
kesamaan dalam rangka rm:mcarkzm jalannya, kepemerintahan mengeluarkan acuan
peraturan disiplin PNS berdasarkan (Surat Edaran Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara) yang membahas cara menjalankan aturan kedisipilinan PNS.13

Perundang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 74 yang membahas pokok
kepegawaian menjelaskan setiap usaha kecapaian yang tujuannya tersebut adalah untuk
mengaplikasikan kehidupan manusia yang nyaman sejahtera secara merata dan
keseimbangan baik secara materiil dan keyakinan. Maka dari itu perlu adanya Aparat
Negara sebagai warga negara, unsur aparat ]mmrintah dengan penuh kepatuhan dan
kesetiaan terhadap UUD 1945, Pancasila serta Negara, dan Pemerintah yang berwibawa,
bersatu padu, bersih, bermental baik, bemutu tinggi, dan miliki kesadaran tanggung
jawabnya dalam menjalankan tugasnya. Apabila tcrdapaw:'gawai Negeri Sipil maka
diperlukan adanya suatu aturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan,
kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistem
karir dan sistem kemajuan kerja.! a

Berdasarkan analisis yuridis PP No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4
Ayat 2 yang membahas larangan Pegawai Negeri Sipil ﬁJS) perempuan menjadi istri
kedua, kg'ga atau keempat, peneliti berawal dari redaksi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP.
No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
perempuan menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagai berikut:

Pasal 4
(2) tidak diizinkannya PNS perempuan untuk menjadi istri kedua ketiga atau keempat
dari Pegawai Negeri Sipil.

Dari proses perubahan Pasal 4 Ayat 2 PP No. 10 Tahlg983 yang awalnya dijelaskan
memperbolehkan PNS perempuan untuk dapat menjadi istri kedua ketiga atau keempat
m—i laki-laki yang bukan Pegawai Negeri Silpil. Kemudian tidak dibolehkan pada Pasal 4
Ayat 2 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No.45 Ta_m 1990, karena persyaratan yang cukup
ketat telah tergambar berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 10 Tahun 1983 membahas Ijin

kawinan dan Perceraian bagi PNS sebelum kemudian dilarang sepenuhnya pada
Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 4Whun 1990 Pasal 4 Ayat 2.

Persyaratan-persyaratan yang perlu dicukupi oleh Pegawai Negeri Sipil perempuan
apabila ingin Enjadi istri kedua, ketiga atau seterusnyasebagaimana telah termasuk
dalam Pasal 4 Nomor 10 Tahun 1983 tentang Lepasnya Ikatan Perkawinan (perceraian)
dan Izin Pernikahan bagi Pegawai Negeri Sipil dapat diapaparkan sebgai berikut:

1. Calon suami yang akan menjadikan seorang istri yang kedua atau ketiga dan
seterusnya bukan berstatus sebagai Pegawai Nwgwri Sipil.

12
3 Istomo Gatut,1.982, Himpunan Lengkap Undang-undang dan Peraturan-peraturan Kepegawaian
ara. Bandung: PT. Karya Nusantara, h.759.
¥ Nur Alam dan Harmon Harun, 2003, Himpunan Undang-undang Kepegawaian, Jakarta: PT Raja
Graindo Persada, h. 1.




2. Sebelum mengajukan surat permohonan secara tertulis, harus mendapatkan izin dari

pejabat yang telah berwenang. a
3. Memberikan alasan yang melandasi permintaan izin untuk memiliki istri lebih dari

satu untuk dijadikan istri kedua ketiga atau seterusnya.

Secara sckm, adanya perbandingan dari UU No. 1 Tahun 74 dalam hubungan
Pasal 4Ayat 2 PP No. 10 tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat 2 yang
menunjukkan tentang pembahasan terkait perkawinan yang membolehkannya. Asas
pernikahan pada dasarnya adalah sebuah molwmi dimana seorang laki-laki hanya
dapat mempunyai satu istri. Akan tetapi apabila seorang suami ingin memiliki istri lebih
dari satu, maka diizinkan apabila disetujui oleh pihak yang berwenang seperti
Pengadilan mama juga sudah mengizinkan atas pengajuan tersebut.

Pasal 4 Ayat 2 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990, dalam pelaksanaanya
sudah memberikan implementasi secara logika untuk PNS perempuan yang sudah
menjalankan sebuah pelanggaran dengan menjadi istri pertama, kedua, ketiga, dan
seterusnya dengan tidak adanya pengecualian terhadap laki-laki yang memiliki status
sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun tidak.

Secara publik, pelanggaran disiplin untuk PNS, termasuk bagi PNS perempuan yang
menjac@tri kedua, ketiga atau keempat tentunya, yang mana telah diatur berdasarkan
aturan PP No. 53 Tahun 2010 berdasarkan berubahnya PP No. 30 Tahun 80 bahwa PNS
yang melakukan pelanggaran tujuannya dan larangannya bisa dibebani sanksi atau
berupa hukuman pelanggaran disiplin PNS sama dengan perbuatan yang dilakukannya.
Setlah menjelaskan tentang pelanggaran bagi Pegawai Negeri Sipil perempuan, maka
dapat dijabarkan 3 tingakatan dan macam hukuman kedisiplinan sebagai berikut:

1. Hukuman disiplin ringan, merupakan hukuman yang dapat berupa teguran ucapan,
tulisan dan hukuman berupa pernyataan secara tertulis.

2. Hukuman disiplin sedang, adalah hukuman setingkat lebih tinggi dari hukuman
disiplin ringan, yang berupa ditundanya naiknya tunjangan bertahap selama 12
bulan, kenaikan pangkat selama 12 bulan, dan selama 1 tahun pangkat tingkat lebih
rendah.

3. Hukuman kedisiplinan tergolong berat, adalah hukum yang paling tinggi untuk
pelanggar yang terdiri dari:

a. Bagi Aparat negara yang tidak ada keterangan alpa yang sah selama “ sampai 35
hari bekerja, maka akan dilakukannya pangkat diturukan ke yang lebih rendah
selama tiga tahun.

b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang duduk dijabatan struktural atau
fungsional tertentu dengan tidak adanya keterangan tanpa almn (alpa) yang sah
selama 36 sampai dengan 40 hari kerja, maka akan dilakukan pemindahan dalam
rangka penurunan jabatan tingkat lebih rendah.

c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang duduk dijabatan struktural atau
fungsional tertentu, tidak ada keterangan atau alpa yang sah atau pasti, maka
selama 41 hari kerja sampai dengan 45 hari kerja, maka dilakukannya
pembebasan dari jabatan.

d. Pemecatan secara tidak terhormat dari permintaan sendiri sebagai aparat negara.
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP g]mnr 45 Tahun 1990
1. Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Perkawinan dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu ijab atau
akad yang sangat kuat atau bisa disebut dengan mitssaqan ghalidzan untuk mematuhi
atau menaati perintah Allah dan mcnakannya yaitu sebuah ibadah. Perkawinan
tentunya memiliki tujuan agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan warahmabh. Perkaﬂinan akan dijamin ketertibannya apabila
perkawinan tersebut telah dicatat didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Suami istri pasti memiliki sebuah jalinan hubungan yang mana keduanya juga
memiliki kedudukan dalam berumah tangga. Dalam hal tersebut dapat diterangkan
pada pasal 79 yaitu:

a. Didalam sebuah kehidupan , dimana suami berperan sebagai kepala keluarga dan

istri merupakan ibu rumah tangga.

b. Hak dan kedudukan seorang istri harus seimbang dengan hak dan kedudukan

suami dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan hidup dengan masyarakat.
¢.  Masing-masing pihak yaitu suami dan istri berhak untuk melakukan perbuatan

kum.

Apabila suami telah memiliki seorang istri lebih dari seorang , maka suami tersebut
memiliki kewajiban yang berbeda, dimana hal tersebut telah dipaparkan pada pasal 82,
yaitu:

a. Wajib bagi suami yang memiliki istri lebih dari seorang memberikﬂ biaya hidup
serta tempat tinggal kepada setiap istri secara adil berdasarkan besar kecilnya
jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika suami dan istri
tersebut mcl@lkan perjanjian saat pernikahan.

b. Suami yang menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman, dimana para istri
harus rela dan ikhlas lahir batin.

Akan tetapi, menurut penulis didalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) tidak ada
penjelasan mengenai perempuan memiliki kedudukan yang berbeda dalam sebuah
jabatan pekerjaan, pygrun membahas tentang kewajiban seorang itri terhadap suami.

2, Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Bcrdaszm(an dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang
pernikahan adalah sebagai berikut: 76
a. Didalam sebuah pernikahan,suami istri merupakan jalinan lahir dan batin antara

seorang laki-laki dan perempuan.

b. Dari poin a, bahwa jalinan lahir batin ditujukan agar terbentuknya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan warahmah yangh'bahagla selama-lamanya.

c. Kemudian dari poin a dan b, jalinan lahir batin dan tujuan bahagia tersebut
ditujukan atau beasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.!®
Pernyataan dari Pasal 3 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “pengadilan bisa

memberikan ijin kepada suami untuk beristri dari seorang, apawa telah mendapatkan ijin dari

pihak yang berkepentingan”. Jadi maksud pernyataan dari Pasal 3 Ayat 2 UU Nomor 1

15 Joko Prakoso, dan I Ketut Murtika, 1987, Azas-azas Hukum Perkawinan DI Indonesia, Jakarta: PT.
Bina Aksara Jakarta, h.3.




Tahun 1974 tersebut, di jelaskan didalam undang-undang pada asanya merupakan
monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika suami in menikah kembali
atau ingin memiliki istri lebih dari seorang maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan
hukum perkawinan yang berlaku dalam hamnengatur seorang calon suami
memungkinkan untuk meminta ijin.lé Menurut Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975,
terdapat aturan poligami yang menyatakan bahwa “apabila seorang suami ingin beristri
lebih dari satu orang, maka suami tersebut wajib melakukan permohonan perizinan kepada
pengadi .’a

Jadi berdasarkan Undang-undang Perkawinan Norm 1 Tahun 1974 dan PP Nomor
9 Tahun 1975 tidak adanya sebuah larangan kepada lelaki yang ingmmemi].iki istri
lebih dari satu dan dibatasi dengan empat orang. Kemudian didalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak menjelaskan dengan adanya
perbedaan jabatan pada perempuan untuk dijadikan istri pertama, kedua, dan
seterusnya. Sching@cmua perempuan apapun jabatannya itu sama saja.

3. Perkawinan Dalam Al-Qur'an Dan Hadis

Menurut ajaran agama Islam, sebuah perkawinan pada dasamya telah sebuah
anjuran akidah islam yang telah disusun. Perkawinan juga termasuk sarana penyaluran
syahwat yang di absahkan oleh agamanya Allah SWT yaitu agama Islam. Agama Allah
atau akidah islam dapat di jabarkan sebagai agama yang menyusun seluruh kehidupan
umat manusia seperti yang termuat dalam kehidupan rumah tangga bagi pemeluknya.
Islam telah menyebutkan bahwa perkawinan bukan merupakan pengesahan dari suami
dan istri satu-satunya, melainkan proses yang diberikan Allah SWT pada pertama kali
penciptaanNya sebagai zona mewujudkan sebuah kasih sayang. 7

Setiap manusia yang melakukan pernikahan secara bertepatan, dengan begitu
mereka tidak hanya memiliki angan untuk melakukan anjuran agama. Didalam agama
Islam, dalam kehidupannya laki-laki hanya diperbolehkan selebih-lebihnya adalah
empat orang perempuan dengan ketentuan harus bisa berbuat adil antara perempuan-
perempuan di dalam rumah tangganya. Tetapi secrang suami yang takut dan khawatir
tidak bisa berprilaku adil, maka harus memiliki istri seorang saja. Dalam pernikahan
terdapat perempuan-perempuan yang halal dan haram untuk dinikahkan. Adapun
perempuan yang halal dan haram untuk dinikahkan adalah sebagai berikut:
a. Perempuan yang bukan mahram untuk suami
b. Pada dasarnya perempuan mahram haram (tidak boleh) untuk dinikahkan dan

tidak sah pernikahannya.®
Dengan demikian, persyaratan diatas adalah rukun pernikahan, sebagaimana telah
dijelaskan bahwa laki-laki termasuk salah satu rukun pernikahan juga. Dan terdapat
dua macam perempuan yang tidak dapat untuk dinikahkan. Perempuan tersebut
adalah sebagai berikut:

a. Perempuan yang dilarang untuk dinikahkan seterusnya, yaitu:

16 Ibid., h. 19.

17 Abduttawab Haikal, 1993, Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami dalam Islam VS Poligami
Monogami Barat. Jakarta: Pedoman llmu Jaya, h. 6.

18 Ihid., h. 32.




1) Perempuan yang memiliki sedarah sedaging, seperti bibi, saudara perempuan
dan seterusnya. Dengan begitu pantang untuk menikahi bibi dan saudara
perempuarn.

2) Perempuan yang termasuk golongan istri, seperti mertua, ibu tiri dan
seterusnya. Dengan begitu pantang untuk menikahi mertua dan ibu tiri.

3) Perempuan yang seAsi. Dengan begitu pantang menikahi ibu susuan (seorang
perempuan yang menyusui anak yang bukan anak kandungnya), saudara
perempuan dari susuan.

a. Perempuan yang dilarang untuk dinikahkan sementara waktu, vaitu:

1) Menggabungkan antara dua perempuan yang bermahram atau yang
bersaudara. Dengan begitu pantang untuk menduakan antara dua perempuan
yang sekandung namun tidak dipermadukan antara keduanya, maka dari itu
tidaklah menjadi pantang. Misalkan si x menikahi seorang perempuan, dimana
selagi perempuan tersebut dalam pernikahannya, dia tidak dapat menikahi
saudara perempuannya. Akan tetapi, jika si x berpisah/bercerai dengan
perempuan tersebut maka si x bisa menikahi saudara perempuannya.

2) Menggabungkan lebih dari empat orang perempuan. Dengan begitu selama
laki-laki memiliki istri empat orang, laki-laki tersebut dilarang untuk menikahi
perempuan selanjutnya. Tetapi jika seorang laki-laki tersebut menceraikan
salah satu istrinya atau salah satu istrinya meninggal dunia, maka ia boleh
menikahi perempuan tersebut.

3) Suami yang telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali. Dapat dikatakan,
apabila seorang istri telah ditalak oleh suaminya hingga tiga kali, maka suami
tersebut tidak dapat menikahi istrinyaatau kembali lagi (rujuk). Tetapi apabila
laki-laki lain telah menikahi perempuan yang dimaksud dan diceraikan oleh
laki-laki lain, maka laki-laki itu dapat menikahi kembali istrinya tersebut.

4) Perempuan yang dalam perkawinan orang lain atau masih dalam masa idah.
Maka dari itu, selama perempuan tersebut dalam masa idah di dalam
pernikahan orang lain tidak boleh dinikahi, namun jika perempuan tersebut
sudah bercerai dan sudah melewati masa idahnya perempuan tersebut boleh
untuk dinikahi.?®

Al-Quran tentunya miliki ayat-ayat yang didalamnya terdapat bab Perkawinan

khususnya tentang pentingnya sebuah perkawinan. Adapun ayat-ayat tersebut adalah
sebagai berikut:

il 0 1585 Bl e Yl e S5 Gn e a5 sty bl 2 2Kl 0 1S5 1t 2 T g
tg 1Kl 687 &) Ass¥lg o Ol
artinya:
“Hai semun manusia, berfagwalah kepada Allah SWT yang telah menciptakan kamu dari
seorang diri dan dari padanya Allah SWT yang sudah menciptakan istriya; dan daripada
keduanya Allah SWT felah memperkembangkan (mempergunakan) noma-Nya kamu untuk

19 [hid., h. 33-34.
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saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi keduanya.
Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu.”20
Kemudian terdapat juga surah An-Nur dalam ayat 32:

e fd Bl altad 1 BT 20k T 150 o) B0 5 e okl 1K 29T 10y
yang bcrarm
“Nikahilah orang yang sedang sendirian antara kamu, dan orang yang sekiranya layak untuk
menikahdari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang pergggpuan. Jika
keduanya mengalami kemiskinan, maka akan menampakkan keduanya bersama karunia-Nya.
Dan Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Menetahui-Nya,”2!

Surah An-Nur ayat 32 diatas telah mencangkup bahan hukum amanat yang telah
dipm’intﬁan yaitu dengan sebuah dorongan untuk segera menikah dan mendukung
seorang laki-laki yang belum berumah tangga dan perempuan-perempuan yang belum
memiliki suami agar mereka segera menikah, kemudian termasuk juga dengan segala
hamba yang telah mampu menanggung mahar dan nafkah serta usianya telah cukup.
Maka dari itu hendaklah keduanya dibantu untuk segera menikah dan jangan beralasan
karena miskin untuk agar melangsungkan pernikahan karena Allah Maha banyak
rezekiNya.?

Sebuah pernikahan merupakan salah satu ibadah yang telah diperintahkan di
dalam hadis. Alasan tersebut menjadikan suatu hal yang positif, dimana dengan
menikah seorang laki-laki dan perempuan akan membina rumah tangga untuk dapat
membentuk keluarga yang diberkahi oleh Allah SWT. Didalam kehidupan, pasti
terdapat laki-laki yang ingin berpoligami atau ingin memiliki istri lebih dari satu,
sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari sahabat Nabi yang
kemudian menimbulkan percakapan antara sahabat dan Nabi Muhammad SAW.
Sasaran yang paling penting dari hukum suatu pernikahan dalam agama Islam
merupakan dapat mengebalkan derajat seorang manusia. Manusia yang menikah, akan
dlindungi oleh sebuah pernikahan dari perlakuan yang kotor serta buruk, yang mana
hal tersebut dapat menurunkan dan menghancurkan martbat manusia yang unggul.
Dari sudut pandang pernikahan dan jalinan keluarga, Islam sebagai sarana yang sangat
efisien supaya dapat mengayomi muslim dan muslimah dari kehancuran, serta
melindungi masyarakat dari kerisauan. Rasulullah SAW bersabda:

35 a8 e e PRI IR R TI T T E TIT B L L I P SO b A RPN S - A Laee s
-Ll AUP f:)"‘;l\f :\.\ln.e C..l?.:nn—_‘ R- St ) n:;-?l;l J“"’-]J ;.@.l;l \Ja.ﬂ du}s ,EJ)'.'\'.CJ.! egL_\—u qun.f :r'.'Llﬁ.,'Z..-«|I ‘7"” \TJ\.M-\.H e \\_.3

3l
“hai semua manusia, siapa saja diantara kalian telah bisa melaksanakan suatu pernikahan,
cepatlah menikah, karena menikah kian melemahkan sebuah penglihatan, dan lebih terbentengi
kenmaluannya. Dan siapa saja yang belum mampu untuk melakukan suatu pernikahan, maka

berniatiah dia menengerjakan puasa, dengan shaum ity bisa memperkuat dirinya.” (HR
Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

2 (s, An-Nisa:1

21 Qs. An-Nur:32

2 Salim Bahreisy, Saidi Bahreisy, 1990, Terjemahan Singkat Tafsir Katsier, Surabaya, PT. Bina [Imu,
h. 468-469.
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Dari penjabaran HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya, hadis diatas dapat
dijelaskan bahwa sebuah pernikahan merupakan hal kebaikan yang dilakukan oleh
manusia, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhannya harus memiliki jalan yang sah
yaitu dengan melakukan suatu pernikahan (melalui perjalanan pernikahan yang halal),
bukan dengan perbuatan yang keji serta menakutkan, seperti halnya usaha orang yang
salah di masa saat ini yang telah menyimpang atau mempersahalahgunakan dan
diharamkan oleh Islam, yaitu dengan berpacaran , melakukan tidur bersama antara
laki-laki dan perempuan, melacur, lesbi, homo, berzina serta lain sebabainya.

Kemudian terdapat dua hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang cepatnya
melakukan suatu pernikahan, yaitu sebagai berikut:

Hadis pertama

Ga B s Bl (S i pa ! R 2 ) 8 A 0yt 0 J6 B gk o AT 2

artinya:

Abdullah Ibnu Mas'ud R.A berkata: lalu Nabi Muhammad SAW menyabdakan kepada
kami: "hai anak muda, siapa salah satu dari kamu telah bisa membangun keluarga cepatlah
melangsungkan sebuah pernikahan, karena perkara menikah bisa menundukkan penglihatan dan
kemaluan terpelihara. Dan barang siapa tidak dapat melaksanakanannya dianjurkan berpuasa,
karena hal tersebut bisa mengendalikan atas kamu." Muttafaq Alaihi.

Hadis ke-2
el 2l sally Aty g6ty Jol 6 00 065 4l Sy 81 Ak 28 00 5T) & wu g 3l ok
artinya:
Dari Anas Ibnu Malik Radhiyallahu'anhu menyatakan bahwanya Nabi Muhammad
SAW sesudah memuji Allah SWT dan memuji-Nya dengan sabdaan: “tapi aku bersholat,
istirhat, berpuasa, berbuka puasa dan menikahkan seorang perempuan. Barangsiapa yang telah
membenci Sunnahku, dia tidak termasuk golongan ummatku” . Muttafag Alaihi®

Diantara kalangan seorang ulama, terdapat sebuah perbedaan didalm hal
penetapan hukum asal suatu pernikahan. Teratas dari Faquha Mazhab Imam Syafi'i
bahwa mubah (boleh) hukumnya dalam melakukan sebuah pernikahan, kemudian
menurut mazhab lainnya seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali bahwa sunnah
hukumnya dalam nikah. Sedangkan menurut mazhab Dharry dan Ibnu Hazm wajib
hukumnya dalam nikah karena dilakukannya sekali seumur hidup. Dengan begitu,
periha]mntang pemikiran takut atau anti dalam menikah karena petunjuk dari Islam
yang menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan
kepentingan akhirat yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki syarat yang harus
menikmati sebuah rumah tangga sebagai tangga yang ditujukan untuk memperoleh
kesempurnaan hidup, pada dasarnya agama Islam tidak membenarkan

Di dalam kehidupan, islam mengatur apabila sudah terjadi pernikahan, ada laki-

laki yang ingin menikahi atau mengawini perempuan lebih dari seorang (poligami),

2 Hadis-hadis tentang pernikahan yang perlu diketahui, kalam.sindonews.com, dilihat pada diakses

pada 12 november 2020 pukul 10:05.
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Dan islam, terdapat aturan yang mengatur hal tersebut. Kaidah Islam bukanlah ajaran
yang pertama kali mengesahkan peraturan tentang berpoligami atau dengan bahasa
lain dapat dikatakan sebagai pendahulu dalam melakukan poligami. Bahkan dapat
dikatakan bahwa asal usul sebuah poligami sama sama tua dengan sejarah manusia.?*
Tentang penetapan aturan poligami, hal ini dapat diperkuat atau ditegaskan dengan
fakta s¢jarah yang menyebutkan bahwa poligami telah dilakukan jauh sebelum Islam
itu datang dalam kehidupan. Akan tetapi Islam tidak memungkiri adanya sebuah
praktek yang menerangkan bahwa adanya praktek poligami sebagaimana yang sudah
dijalani dan terjadi olch@isulu].lah SAW. Sehingga poligami memiliki aturan yang
harus dipatuhi. Terdapat ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang aturan berpoligami,

yaitu:

IR AT B R TP S VI Ee &1is N
Sy 1Syl Bl 18Caaly w2y T s ;m &g .iJ,J 5“;, &Fb SULJ 1.&4;

FU 30 s e WSS T o 2 s I KT s S8 lT:Sié":iﬂ:.JC:..éﬁjw‘lT&;

\\

fh e OEAT Y Sle B ) oA 'S"MWQES.\LM Jnl.&ujﬂy&u

yang berarti:
“dilarang kepada anak (menikahi) orang tua perempuanmu, darah dagingmu yang perempuan,

saudara perempuanmu, saudara ibu atau bapakmu yang perempuan, anak perempumufari
ponaanmu, orang tuamu yang menyusimu, saudara sesusuan, mertuamu, anak tirimu, tetapi
jika kamu belum campur dengan istri itu (yang telah kamu ceraikan), maka dihalalkan untukmu
untuk menikahinya, dan haram untukmu seorang istri-istri anak kandungmu, dan
mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuai yang telah terjadi
pada masa lampau, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun Lagi Maha Penyanyang” 2

Penjelasan dari ayat Al-Quran  An-nisya’ ayat 32, penulis beranggapan
bahwasanya tidak adanya perbedaan antara perempuan satu dengan perempuan lain,
baik dalam pekerjaannya ataupun jabatannya karena semua sama dihadapan Allah
SWT.

4. Hak Asasi Perempuan

Di Indonesia tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 setelah hari kemerdekaannya, telah

dibenarkan bahwa kedudukan dan haknya kaum perempuan sama dengan kaum laki-

laki sebagai penduduk ataupun sebaga Warga Negara Republik Indonesia.?¢ Hak-hak
I terdapat pada UUD 1945 dengan begbagai pasal, yaitu:

Pasal 27

(1) Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) berkewajiban menjunjung tinggi suatu
pemerintahan dan hukum tidak ada pengecualian bersama kedudukan didalam
hukum dan pememtahannya

(2) Kemudian Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang pantas bagi kemanusiaan.

Pasal 29 Ayat 2

2 Rifat Syauqgi Nawawi, 1999, Sikap Islam Tentang Poligami, Jakarta: Pustaka Firdaus bekerjasama
dengan LSIK, h. 104.

35 Qs. An-Nisa:23

% Vittong Situmorang, S.H., 2001, KedudukanPerempuan Di Mata Hukum, Jakarta: PT. Bina Aksara, h. 9.
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Dimasa kemerdekaan, Negara menjamin bahwa setiap penduduk agar dapat memeluk
penganuinya masing-masing serta dapat beribadah menurut agama dan
@crcayaany&
Pasal 30 Ayat 1
Memiliki Hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha ketahanan dan peramanan
Negara setiap penduduk Indonesia.
Pasal 31 Ayat 1
Semua warna indonesia mempunyai hak untuk nebdapatkan pmﬂjdikan

Berdasarkan pasal 27, pasal 29 ayat ke 2, 30 ayat ke 1, dan pasal 31 ayat 1,
menyatakan bahwa tidak semua pasal diatas menyatakan atas yang membedakan laki-
laki maupun perempuan. Perempuan memiliki hak pilih baik secara aktif maupun
pasif, dengan tujuan untuk pemilihan lembaga-lembaga. Kaum perempuan mempunyai
kesempatan yang sama terhadap pekerjaannya dimana saja dengan memilih sesuai
dengan kemampuan perempuan tersebut. selain dalam bidang pekerjaan, perempuan
juga memiliki kesempatan dalam hal politik, kesehatan, pendidikan, hukum, bertindak
dalam hukum, serta bidang ekonomi.
a. Hak Asasi mempuan Dalam Convensi Cedaw dan Hak Asasi Manusia

Istilah Cedaw atau Icedaw (International Convention On Elimination Of All Forms Of
Discrimation Againts Womai) mcrupakm konvensi persetyjuan Hak asai
Internasional yang sudah terpilih untuk mengatur hak-hak perempuan. Cedaw
ditetapkan oleh sidang PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku hingga
tanggal 13 September 1981. Negara-negara peserfsy konvensi sepakat untuk
memenuhi tentang cedaw yang mengartikan sendiri prinsip tentang hak manusia,
norma-norma dan standar kelakuan serta kewajiban.

Hak Asasi Perempuan yang telah berdiri dari setengah kurun sebelumnya dan
pembicaraan mengenai Hak Aasasi Perempuan tersebut tidak lagi menjadi hal yang
tabu, yang mana terlihat makin kuat dari waktu ke waktu. Dalam Khasanah Hukum,
banyak aturan hukum yang membahas Hak Asasi Manuasia dapat ditemui. Hak
perempuan merupakan hak yang sudah dipunyai oleh perempuan, karena pada
dasamya perempuan adalah manusia.

Terdapat lima hak Asasi Perempuan yang harus diketahui, yaitu:
1) Hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan.
Hak dalam ketenagakerjaan meliputi tunjangan, kesempatan yang sama dari
proses seleksi, fasilitas atau alat kerja, hingga hak untuk mengumpulkan upah
yang seharusnya. Dalam bidang Ketenagakerjaan pada hak perempuan,
menjelaskan bahwa setiap perempuan berhak untuk mempunyai kesempatan
kerja yang sama dengan lelaki. Selain itu, perempuan juga berhak untuk
mendapatkan jadwal cuti yang harus dibayar, termasuk saat cuti melahirkan.
Perempuan tidak boleh diberhetikan oleh pihak pemberi ketenagkerjaan dengan

alasan status kehamilan maupun pada saat persalinan.

27 Ibid., h. 10.
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2) @k perempuan dalam bidang kesehatan
Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada
saat melahirkan merupakan pernyataan dari hak perempuan di bidang
kesehatan. Dan hak perempuan tersebut harus diupayakan oleh Negara. Karena
Intuk menjamin diperolehnya kesehatan, khususnya pada pelayanan KB,
kehamilan, persalinan, dan pasca perslinan, Negaralah yang memiliki kewajiban
dan tanggung jawab dalam beberapa hal tersebut.

3) Hak perempuan dalam bidang pendidikan
Diakalngan masyarakat, perempuan kadang diremehkan untuk bisa
berpendidikan setinggi mungkin yang ia inginkan, oleh sebab itu l@wasalmya
perlu diadakannya penghapusan tentang pemikiran klise mengenai peranan laki-
laki dan perempuan dalam segala hal tingkatan dan bentuk pendidikan,
termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Mengingat masa
perjuangan pahlawan kita yaitu R.A Kartini, dimana setiap perempuan berhak
untuk mendapat kesempatan dalam mengikuti pendidikan dari tingkat dasar
hingga universitas.

4) Hak perempuan dalam suatu perkawinan dan keluarga
Dalam bidang perkawinan, perempuan juga memiliki hakikat untuk memilih
pasangan hidupnya secara bebas, dan tidak boleh adanya pernikahan secara
terpaksa tetapi harus pernikahan secara sehat. Perlu perempuan ingat kembali
bahwasannya perempuan memiliki hakikat yang sama dengan lelaki dalam
perihal pernikahan, dimana pernikahannya dilakukan harus berdasarkan dengan
pcrsctujualmlri kedua belah pihak. Sedangkan dalam kekeluargaan, perempuan
juga telah memiliki hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang sama baik
sebagai orang tua terhadap anaknya maupun sebagai pasangan suami dan istri.

5) Hak perempuan dalam kehidupan politik dan publik
Pilitik dan publik pada hakitnya memilih dan dipilih, maka dari itu perempuan
berhak untuk memilih dan dipilih apa yang dia inginkan. Secara demokratis,
setelah berhasil terpilih perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang
sama untuk berpatisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga
implementasinya.
Berdasarkan penjelasan lima hak perempuan diatas, menunjukkan semua orang,
laki-laki ataupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Dan disini juga
tidak dijelaskan kedudukan istri pertama, kedua dan seterusnya.

b. Hak Perempuan Dalam Perspeksif Al-Qur’a_Im

Pasangan suami istri pada hakikatnya merupakan makhluk yang diciptakan

oleh Allah SWT yang diiringi dengan hak dan kewajiban masing-masing dari

keduanya. Berdasarkan kehidupan, suami istri memiliki keahlian dalam

menyesuaikan dirinya pada posisi terpilih baik secara sosial maupun religius dalam

keberadaannya serta orang lain welcome kepada keduanya, akan tetapi didalam

kehidupan bekerja tidak semuanya dapat dipandang secara sama dalam

menginterpretasikan hak-hak seorang perempuan.
Pada dasarnya agama merupakan prinsip yang menjelaskan ketentuan yang

wajib diikuti oleh umat-Nya. Akan tetapi, kejelasan ketentuan pasti adanya sebuah
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perbedaan dalam memandang sesuatu yang berkaitan dengan asas-asas seorang
perempuan dalam kehidupannya. Kemudian didalam Al-Qur'an menjelaskan
bahwasannya hak antara lelaki dan perempuan tidak memiliki disimilaritas, hal ini
diterangkan pada surah AN-Nisa Ayat 32:
artinya:
“Dan diharamkan bagi kamu yang memiliki sifat iri hati dengan apa yang sudah diberikan
oleh Allah SV\E kepadamu dari kamu yang lebih banyak dari sekion orang. Dikarenakan
untuk seorang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka telah usahakan, dan bagi para
perempuan juga ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan memohonlah kepada
Allah  SWT' sebagian dari karunia-Nya. Sebenernya Allah SWT Maha mengetahui
semuanya.” 28
Berdasarkan surah An-nisya’ ayat 32, menjelaskan bahwa lelaki dan perempuan
tidak memiliki perbedaan dalam hal yang telah diusahakan, karena setiap orang
yang sudah berusaha dengan kerja keras akan memperoleh ganjaran yang sesuai
dengan usaha yang dilakukannya.
Solasg S0 s T il T o ARG i sbs TS5 5 s s

yang artinya;
“siagpa saja yang melakukan amal perbuatan sholeh, laki-laki ataupun perempuan dalam
keadaan in bertagwa, maka sebenarnya kami akan berikan kepada keduanya kehidupan yang
baik. Dan sebenarnya kami akan berikan alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik
dari apa yang telah keduanya kerjakan.”
Yang didapatkan dari ayat diatas adalah bahwa perilaku yang benar-benar sungguh
di jalankannya dan kedudukan semua tersamakan antara laki-kaji atau perempuan.
Keduanya mampu atau sanggup dalam membangkitkan ketakwaan didalam hati
dan dan melakukan perbuatan amal kebaikan sebaik-baiknya. Allah SWT telah
menjanjikan akan memberikan kehidupan yang nyaman apabila keduanya selalu
bertawa kepadaNya. Maka tanggung jawab perempuan tidak kurang daripada lelaki
didalam mendirikan Iman dan Taqwa untuk melakukan prilaku yang shaleh. Karena
pada hakikatnya lelaki dan perempuan itu sama di hadapannya Alah SWT.

Al-Qur'an menolak pendapat yang membedakan antara laki-laki atau
perempuan. Telah di tegaskan bahwasanya mereka keduanya terasalkan dari jenis
yang sama dan mereka kggmanya sama-sama Allah SWT mengembangbiakkan
u‘turunan yang baik untuk laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dinyatakan pada
firman Allah SWT pada ayat Al-Qur’an surah Al-Imran ayat 195, yaitu:
293 ke 2 Ayt Gkl Ds o Vel I Bte G e g B el o 2y 1
sl L G B e g5s ce e

artinya:

28 (Qs. An-Nisa:32
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“Allah SWT sesungguhnya tr'dmzkﬂn menyia-nyiakan amal terhadap semua manusia yag
sudah berbuat kebaikan, baik dia laki-laki atau perempuan.”2°

Berlandaskan dari berbagai penjelesan-penjelasan diatas, sehingga dapat
diuraikan semua manusia laki-laki atau perempuan, keduanya sudah memiliki hak
yang sama, terlebih kepada perempuan yang memiliki pekerjaan atau jabatan, karena
larangan dalam kehidupan berkeluarga untuk menjadi istri kedua, ketiga dan

seterusnya tiidak didapatkannya satupun ketentuan yang dapat dipahami.

Penutup
Kesimpulan
Berdasarkan dari uraian dari analisa dan uraiantersebut, dengan ini bisa ditarik
kesimpulan bahwasannya dalam perspektif Hukum Islam, tidak adanya penjelasan yang
membedakan antara istrmaertama, kedua dan seterusnya terhadap jabatan dalam
pekerjaanya. Jadi larangan untuk menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya pada PP Nomor
45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 bertentangan dengan Hukum Islam.

Saran
Sebagai penutup penulisan skripsi ini, maka berharap tugas akhir ini bermanfaat bagi

pembaca. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan bebrapa saran, yaitu:

1. ﬁlarapkan kepada pemerintah untuk melakukan amandemen yang terdapat pada
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan Pasal 4 Ayat 2. Karena terdapat
fakta-fakta yang menyatakan bahwa Pasal 4 Ayat 2 bertentangan dengan Hukum Islam.

2. Diharapkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar lebih mengetahui dan memahami
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, sehingga PNS mampu mengambil keputusan
yang baik yang bersangkutan dengan kehidupan rumah tangga dalam hal beristri lagi

atau menjadi istri.
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